Bidang Urusan

: Komunikasi dan Informatika

No

Kode DSSD

Uraian

Satuan

Definisi Operasional

Nilai

2

3

4

5

2.16.000067

Nama Domain Pemerintah Daerah

Domain

-Merupakan perhitungan Jumlah
Nama Domain Pemerintah Daerah -
Nama Domain Pemerintah Daerah
adalah alamat resmi pemerintah
daerah, layanan publik/layanan
administrasi pemerintahan, atau
layanan kegiatan berskala
nasional/internasional yang telah
didaftarkan dan menggunakan
Nama Domain .go.id

2.16.000068

Nama Sub Domain Pemerintah Daerah

-Merupakan perhitungan Jumlah
Sub Domain Pemerintah Daerah -
Nama Sub Domain Pemerintah
Daerah adalah penggunaan nama
sub domain dari domain .go.id
pemerintah daerah yang digunakan
oleh seluruh perangkat daerah,
termasuk layanan SPBE dan
kegiatan di daerah

91

2.16.000069

Nama Domain Pemerintah Desa

Domain

-Merupakan perhitungan Jumlah
Nama Domain Pemerintah Desa -
Nama Domain Pemerintah Desa
adalah alamat resmi pemerintah
desa dan menggunakan Nama
Domain desa.id (contoh:
mekarsari.desa.id)

2.16.000070

Rancangan Kebijakan domain arsitektur
infrastruktur dalam Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah

- Jumlah perhitungan rancangan
kebijakan terkait domain
infrastruktur dalam Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah - Domain
arsitektur infrastruktur adalah
bagian dari arstitektur SPBE Pemda
yang secara detail membahas
terkait infrastruktur SPBE yang
digunakan dan/atau dibangun
Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah
daerah adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses
bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE,
dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan SPBE yang
terintegrasi di pemerintah daerah. -
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
disusun dengan berpedoman pada
Arsitektur SPBE nasional dan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah




2.16.000071

Rancangan Kebijakan domain arsitektur
aplikasi dalam Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah

- Jumlah perhitungan rancangan
kebijakan terkait domain arsitektur
aplikasi dalam Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah - Domain
arsitektur aplikasi adalah bagian
dari arstitektur SPBE Pemda yang
secara detail membahas terkait
aplikasi SPBE yang digunakan,
dibangun dan/atau dikembangkan
Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah
daerah adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses
bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE,
dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan SPBE yang
terintegrasi di pemerintah daerah. -
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
disusun dengan berpedoman pada
Arsitektur SPBE nasional dan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah

2.16.000072

Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE
Pemerintah Daerah

-Jumlah perhitungan rancangan
kebijakan terkait peta rencana SPBE
Pemerintah Daerah - Peta Rencana
SPBE pemerintah daerah adalah
dokumen yang mendeskripsikan
arah dan langkah penyiapan dan
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi
di pemerintah daerah. - Penyusunan
Peta Rencana SPBE Pemerintah
Daerah berpedoman pada Peta
Rencana SPBE nasional, Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan rencana strategis
Pemerintah Daerah




2.16.000073

Rancangan Kebijakan rencana dan
anggaran SPBE Pemerintah Daerah

- Perhitungan Jumlah Rancangan
Kebijakan rencana dan anggaran
SPBE Pemerintah Daerah -Rencana
dan anggaran SPBE Pemerintah
Daerah tersebut telah
dikonsultasikan dengan seluruh
Perangkat Daerah dan disampaikan
kepada Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan
pembangunan daerah dan
Perangkat Daerah yang membidangi
anggaran dan keuangan daerah. -
Pemerintah Daerah menyusun
rencana dan anggaran SPBE dengan
berpedoman pada Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah dan Peta
Rencana SPBE Pemerintah Daerah
masing-masing. - Dinas
mengkoordinasikan dan
memberikan rekomendasi rencana
dan anggaran SPBE Pemerintah
Daerah kepada Perangkat Daerah
yang bertanggung jawab di bidang
perencanaan pembangunan daerah
serta bidang anggaran dan
keuangan daerah

2.16.000076

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang

sudah ditempatkan di Pusat Data
Nasional

Aplikasi

-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE
Pemerintah Daerah yang sudah
ditempatkan di Pusat Data Nasional 1
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah
adalah satu atau sekumpulan
program komputer dan prosedur
yang dirancang untuk melakukan
tugas atau fungsi layanan SPBE. -
Pusat Data nasional merupakan
sekumpulan Pusat Data yang
digunakan secara bagi pakai oleh
instansi pusat dan Pemerintah
Daerah, dan saling terhubung -
Pusat Data nasional terdiri atas
Pusat Data yang diselenggarakan
oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi
dan informatika dan/atau Pusat
Data Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah yang memenuhi persyaratan
tertentu.




2.16.000085

Perangkat Daerah yang terhubung
dengan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah

Perangkat
Daerah

-Perhitungan Jumlah Perangkat
Daerah yang terhubung dengan
Sistem Penghubung Layanan
pemerintah daerah -Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat
SPLPD adalah suatu Sistem
Penghubung Layanan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah untuk melakukan
pertukaran Layanan SPBE dalam
Pemerintah Daerah -Perangkat
daerah yang dimaksud adalah unsur
pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

10

2.16.000086

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah Daerah

Aplikasi

-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE
Pemerintah Daerah yang terhubung
dengan Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah Daerah -
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah
adalah satu atau sekumpulan
program komputer dan prosedur
yang dirancang untuk melakukan
tugas atau fungsi layanan SPBE
dalam Pemerintah Daerah. - Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat
SPLPD adalah suatu Sistem
Penghubung Layanan yang
diselenggarakan olehPemerintah
Daerah untuk melakukan
pertukaran Layanan SPBE dalam
Pemerintah Daerah

11

2.16.000087

Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah yang terhubung
dengan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah

Aplikasi

- Keterhubungan akses Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah
Daerah dengan SPLP -Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah
merupakan perangkat integrasi yang
terhubung dengan Sistem
Penghubung Layanan Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah untuk
melakukan pertukaran Layanan
SPBE antar Instansi Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah. Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah
diselenggarakan oleh Kementerian
Kominfo

12

2.16.000088

Kapasitas Kecepatan bandwidth yang
tersedia di Pemda

- Perhitungan Jumlah Kapasitas
Kecepatan bandwidth yang tersedia
di Pemda - Kapasitas kecepatan
bandwith adalah kapasitas
kecepatan jaringan yang disediakan
oleh penyedia layanan internet
untuk melakukan proses pengiriman
dan penerimaan data dalam
hitungan detik

1500000000




13

2.16.000089

Perangkat Daerah yang memiliki akses
internet

Perangkat
Daerah

- Perhitungan Jumlah Perangkat
Daerah yang memiliki akses internet
- Penyediaan akses internet
menggunakan jasa penyedia
layanan internet sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

53

14

2.16.000090

Perangkat Daerah yang memanfaatkan
akses internet yang disediakan oleh
Dinas

Perangkat
Daerah

-Perhitungan Jumlah Perangkat
Daerah yang memanfaatkan akses
internet yang disediakan oleh Dinas -
Penyediaan akses internet
menggunakan jasa penyedia

layanan internet sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

53

15

2.16.000091

Area publik yang memiliki akses internet

yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Titik

- Perhitungan area publik yang
memiliki akses internet yang
disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik
Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan
penyediaan internet di area publik
dengan penyedia layanan internet
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan - Area publik
tersebut antara lain jalan,
pedestrian, taman lingkungan,
plaza, lapangan olahraga, taman
kota, taman rekreasi, dan lain-lain.

15

16

2.16.000092

Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau

dikembangkan oleh pemerintah daerah

Aplikasi

-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus
yang dibangun dan/atau
dikembangkan pemerintah daerah. -
Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE
yang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh
instansi pusat atau Pemerintah
Daerah tertentu untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan
kebutuhan instansi pusat atau
Pemerintah Daerah lain

20

17

2.16.000094

Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan

Aplikasi

-Perhitungan aplikasi umum yang
telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum
adalah aplikasi pemerintahan
berbasis elektronik yang sama,
standar, dan digunakan secara bagi
pakai oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah yang
ditetapkan oleh KemenPAN-RB

129




18

2.16.000095

Layanan Pemda yang memanfaatkan
Portal pelayanan Pemerintah Daerah
terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan
Publik, Portal Administrasi
Pemerintahan, dan/atau Portal Data
Nasional

Layanan

-Perhitungan Jumlah layanan Pemda
yang memanfaatkan Portal
Pelayanan Publik, Portal
Administrasi Pemerintahan,
dan/atau Portal Data Pemda -Portal
Pelayanan Publik portal pelayanan
publik Pemerintah Daerah yang
terdiri atas semua pelayanan publik
di setiap pemerintah daerah
provinsi dan semua pemerintah
daerah kabupaten/kota di dalam
provinsi tersebut. -Portal
Administrasi Pemerintahan
merupakan portal yang
mengintergasikan layanan
administrasi pemerintahan yang
mencakup bidang perencanaan,
penganggaran, keuangan,
pengadaan barang dan jasa,
kepegawaian, kearsipan,
pengelolaan barang milik negara,
pengawasan, akuntabilitas kinerja,
dan layanan lain sesuai dengan
kebutuhan internal birokrasi
pemerintahan. - Portal data
nasional merupakan pintu gerbang
transparansi pemerintah melalui
keterbukaan dan pertukaran data
antar instansi pemerintah. nelaku

19

2.16.000096

Layanan administrasi pemerintahan
berbasis elektronik yang
diselenggarakan pemda

Layanan

-Jumlah Layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik
yang diselenggarakan pemda -
Layanan administrasi pemerintahan
berbasis elektronik meliputi layanan
yang mendukung kegiatan di bidang
perencanaan, penganggaran,
keuangan, pengadaan barang dan
jasa, kepegawaian, kearsipan,
pengelolaan barang milik negara,
pengawasan, akuntabilitas kinerja,
dan layanan lain sesuai dengan
kebutuhan internal birokrasi
pemerintahan.

10

20

2.16.000097

Layanan publik berbasis elektronik yang
diselenggarakan pemda

Layanan

-Jumlah Layanan publik berbasis
elektronik yang diselenggarakan
pemda - Layanan publik berbasis
elektronik meliputi layanan yang
mendukung kegiatan di sektor
pendidikan, pengajaran, pekerjaan
dan usaha, tempat tinggal,
komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan,
jaminan sosial, energi, perbankan,
perhubungan, sumber daya alam,
pariwisata, dan sektor strategis
lainnya.

14




21

2.16.000098

SK/Ketetapan Pembentukan Tim
Koordinasi SPBE Pemda

Surat
Keputusan

-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan
Pembentukan Tim Koordinasi SPBE
Pemda - Dokumen tersebut antara
lain SK

22

2.16.000099

Server yang dikelola pemerintah daerah

Unit

Jumlah server yang dikelola
pemerintah daerah

23

2.16.000158

Perangkat daerah yang mendapatkan
sosialisasi program Kabupaten/Kota
Cerdas

Perangkat
Daerah

-Jumlah Perangkat daerah yang
mendapatkan sosialisasi program
Kabupaten/Kota Cerdas -Sosialisasi
program Kabupaten/Kota Cerdas
merupakan kegiatan literasi tentang
pembangunan kota/kabupaten
cerdas bagi seluruh aparatur negara
(ASN),masyarakat, pelaku usaha
yang berada pada suatu
kabupaten/kota

31

24

2.16.000106

Dokumen Pelaksanaan Manajemen
Layanan SPBE

Dokumen

- jumlah dokumen Manajemen
Layanan SPBE - Manajemen Layanan
SPBE dilakukan melalui serangkaian
proses pelayanan Pengguna SPBE,
pengoperasian Layanan SPBE, dan
pengelolaan Aplikasi SPBE.

25

2.16.000108

Pedoman Penyelenggaraan Program
Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan
Kabupaten/Kota Cerdas

- Perhitungan jumlah Pedoman
Penyelenggaraan Program Kota
Cerdas sesuai dengan Masterplan
Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman
Program Kota Cerdas merupakan
pedoman program konsep
pengelolaan kota/kabupaten
berkelanjutan dan berdaya saing
yang dibangun untuk mewujudkan
kehidupan masyarakat yang lebih
aman, lebih mudabh, lebih sehat, dan
lebih makmur dengan
memanfaatkan Teknologi Informasi
dan komunikasi serta inovasi yang
diarahkan untuk perbaikan kinerja,
meningkatkan efisiensi, dan
melibatkan partisipasi masyarakat.

20

26

2.16.000109

Inovasi Program Kota Cerdas sesuai
dengan Masterplan Kabupaten/Kota
Cerdas

Inovasi

- Perhitungan jumlah Inovasi
Program Kota Cerdas sesuai dengan
Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
Inovasi Program Kota Cerdas
merupakan perubahan
cara,metode, teknologi yang
dilakukan oleh pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan program
atau layanan kepada masyarakat
agar dapat meningkatkan dampak
positif kepada masyarakat

74




27

2.16.000110

Pengguna SPBE yang mendapatkan
literasi SPBE

Orang

-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE
yang mengikuti Promosi Literasi
SPBE - Pengguna SPBE adalah
instansi pusat, pemerintah daerah,
pegawai Aparatur Sipil Negara,
perorangan, masyarakat, pelaku
usaha, dan pihak lain yang
memanfaatkan Layanan SPBE.

100

28

2.16.000114

Aduan Masyarakat yang masuk ke SPAN-

Lapor

Aduan

- Perhitungan Jumlah pengaduan
Masyarakat yang masuk ke SPAN-
Lapor - Pengaduan Masyarakat
adalah penyampaian keluhan yang
disampaikan pengadu kepada
pengelola pengaduan pelayanan
publik atas pelayanan pelaksana
yang tidak sesuai dengan Standar
Pelayanan, atau pengabaian
kewajiban dan/atau pelanggaran
larangan oleh penyelenggara

25

29

2.16.000115

Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal

selain SPAN LAPOR

Aduan

- Perhitungan Jumlah pengaduan
Masyarakat - Pengaduan
masyarakat tersebut dapat dihitung
dari aduan yang masuk melalui
kanal antara lain misalnyamedia
resmi pemerintah daerah (Misalnya
Twiter, IG, FB, Website, dll)

30

2.16.000116

Jumlah Kanal pengaduan masyarakat
yang dimiliki atau dikelola pemerintah
daerah

Kanal

- Perhitungan Jumlah pengaduan
Masyarakat - Pengaduan
masyarakat tersebut dapat dihitung
dari aduan yang masuk melalui
kanal antara lain misalnyamedia
resmi pemerintah daerah (Misalnya
Twiter, IG, FB, Website, dll)

31

2.16.000121

Komunikasi krisis yang telah dikelola

Laporan

-Jumlah komunikasi krisis yang telah
dikelola -Komunikasi krisis
merupakan komunikasi yang
betujuan untuk menangani isu yang
berdampak negatif terhadap
reputasi atau citra lembaga
Pemerintah Daerah - Satuan laporan
yang diamksud adalah laporan
kasus

32

2.16.000124

Konten Foto

Konten
Digital

- Perhitungan Jumlah konten foto -
Konten Foto adalah konten hasil
tangakapan kamera

3000

33

2.16.000125

Konten Teks

Konten

- Perhitungan Jumlah konten teks -
Konten Teks adalah konten
berisikan karya tulis yang
menghadirkan informasi di
dalamnya

100

34

2.16.000126

Konten Grafis

Konten

- Perhitungan Jumlah konten grafis -
Konten Grafis adalah konten berupa
karya visual

100




35

2.16.000127

Konten Audio Video

Konten

- Perhitungan Jumlah konten audio
video - Konten Audio Video adalah
konten dari kombinasi suara dan
juga visual yang digunakan untuk
menayangkan sebuah informasi
atau konteks yang diinginkan

300

36

2.16.000128

Konten Audio

Konten

- Perhitungan Jumlah konten foto -
Konten Audio adalah konten
berbentuk suara yang bisa di
dengarkan

100

37

2.16.000136

Media cetak yang dikelola Pemda

Media

-Perhitungan Jumlah Media cetak
yang dimiliki dan dikelola Pemda -
Media cetak adalah suatu wadah
tertulis yang dibuat dengan cara
dicetak. Contoh iklan jenis ini antara
lain seperti surat kabar, majalah,
koran, tabloid, dan lain sebagainya.

38

2.16.000140

Radio milik Pemerintah Daerah

Radio

Perhitungan jumlah Radio milik
Pemerintah Daerah

39

2.16.000143

Akun media sosial yang dikelola oleh
Pemda

Perhitungan jumlah akun media
sosial di selurh Perangkat Daerah
Pemda

40

2.16.000146

Komunitas Informasi Masyarakat

Komunitas

-Jumlah Komunitas Infornasi
Masyarakat (KIM ) yang terdaftar di
platform digital kim.id - KIM
meliputi: a. komunitas yang
memiliki aktivitas di bidang
pengelolaan dan diseminasi
dan/atau b. komunitas yang
memiliki aktivitas di bidang
pemberdayaaan masyarakat serta
melakukan pengelolaan dan
diseminasi informasi.

41

2.16.000155

Pengaturan relasi media

Perda/Perk
ada

- Perhitungan Pengaturan relasi
media -Pengaturan relasi media
mengacu pada UU Pers, aturan
Dewan Pers -Ruang lingkup Perkada
minimal mencakup pendaftaran
media dan/atau jurnalis oleh Dinas
Kominfo berdasarkan kriteria:
terverifikasi, terdaftar di Dewan
Pers,




